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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

LLTHN

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan
penyempurnaan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;

. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Metro Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati
II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2099 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
38235);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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3.

10.

L.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 353,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Llentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450},
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Kota Metro Nomor 24|;

Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dar1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro
Nomor 1.A Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Metro Tahun
2013 Nomor 1.A);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2012
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro
Tahun 2012 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Metro Nomor 1.A Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 1.A)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

O (4)

BAB III
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemerintah Kota Metro dapat memberikan hibah kepada :
a. Pemerintah pusat;

b. Pemerintah daerah lainnya,
c¢. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik dacrah;
d.

Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan
pilihan.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota
Metro sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria
paling sedikit :

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan:

c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :

1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintah Kota Metro untuk keperluan
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

2) Ditenlukan lain oleh peraturan perundangan-undangan.

d. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kota Metro dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan; dan

e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

3.

4.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 6

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
wilayah Kota Metro.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-
undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meneruskan
hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :

a. Yang bersifal nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau
walikota;

c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah
Kota Metro melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan
investasi vertikal atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d
diberikan kepada organisasi kemasyarakalan yang berbadan hukum
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 7

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit ;

a. Memiliki kepengurusan di daerah domisili;

b. Memiliki keterangan domisili dari lurah setempat;
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(2)

c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kola Metro
dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah
administrasi Pemerintah Kota Metro untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Metro.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Metro;
dan

c. Memiliki sekretariat tetap di Kota Metro.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota Metro.

Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada walikota melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

. 6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 11
Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,
jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja
berkenaan pada PPKD.

Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah Lainnya;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
dan/atau

d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.
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(3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung vang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah
barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada
pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15

(1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau
jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan walikota
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan walikota
tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima
. hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai
berikut :

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

. (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan
pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaat untuk masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 24A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu danj/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
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10.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan usulan dar calon penerima dan/atau atas usulan kepala
SKPD.

Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang
berdasarkan usulan dari calon penerima.

Tata cara pengajuan usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

BAB Vi1
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 45

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
dikecualikan terhadap :

a.

Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan tetap diakui keberadaannya sesual dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan
Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan
Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan  konsisten
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui
keberadaan dan Kkesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu
melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013;

Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan
Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing,
Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum
Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
diundangkan.
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Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

i Ditetapkan di Metro
4 A P pada tanggal 13 Maree 2018
| [ P— 4 WALIKOTA METRO,
1 L % |
ﬁ if, ; e 2 _—

; y | e
= = o

Diundangkan di Metro
pada tanggal 13 Mareg 2018

. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. A.T.
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Lampiran : Peraturan Walikota Metro
IAN HUKUM SETDA KOTA METRO
Nomor : i ? Tahun 2018
Tanggal: > Mt 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN BELANJA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN 505IAL YANG BERSUMBER DARI AHGEMEH DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA METRO
Calon Panerima Hibah f Walikota Bagian Umum Setda Bagian Protokol Setda OPD TAPD
Bansos e
1 2 3 4 5 & e
Propesal / Surat Propasal f Dokumen tertulls [ [ —
Permohanan Hibah / a1 kepada Wallkota melalui Bagian - Ka. OPD terkalt menyampaikan
Bantuan Sasial Umum Setda WD:;M“ m“':k“ kan hasil evaluasi berupa rekomendasi
evaluasi permohonan > da TAPD
dibantu camat dan lurah e
Bagian Umum Setca melakukan
penyelsksian Adm dan dicatat
I
: I TAPD memberikan pertimbangan
I P I ki . atas rekomendasi sesuai
dlr;mi{::mn::r; Tisak Saial hg::“ :;:!“M kemampuan keuangan daersh
alikota
pemohon [ mendistribusikan
— proposal kepada OPD
Proposal / Dokumen Ya/Sesuai Persysratan terkait
diteruskan kepada i
Walikots g5
||
Walikota rendisposisi unibuk Tidak depat dipertimBangkan
- dicatat dan disampaikan l. Partimbangan
[ kepada OFD terkait
[
Walikota mendisposisi TAPD SERR e .
unituk mengembalikan -
permahonan yang tdak dapat ;ﬁi"::t?i:‘g:;l
. 4 - 2 L
dipertimbangkan ] b
I -
[
Proposal dikernbalikan lagi ke
pemohon (yang tidak dapat
dipertimbangkan) Dapat dipertimbanglan
= '3 —
| I
Walikota menetapkan persetujuan DHNC-
Has! pertimbangan TAPD 3
PHE dan DMC-PBS untuk jadi dasar KUA
. dizertal DMCF;::B dan DNC- dan PRAS
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